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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Dari hasil analisis dan pembahasan yang telah peneliti kemukakan 

pada bab sebelumnya, maka peneliti  mengambil kesimpulan sebagai 

berikut : 

1. Pemerintah daerah Provinsi Gorontalo  dalam menggunakan anggaran 

pendapatan dan belanja dapat dikatakan sangat efektif walaupun pada 

tahun 2014 masih cukup efektif.  Hal ini terlihat dalam rasio efektifitas 

pendapatan asli daerah yang menunjukkan bahwa pada tahun 2012 

pemerintah dapat melakukan efektifitas sebesar 111,38% dan pada 

tahun 2013 sebesar 109,76%. Namun  dalam analisis varians juga 

dapat terlihat bahwa pemerintah daerah cukup efektif dalam 

menggunakan anggaran pendapatan daerah pada tahun 2014 sebesar 

96,85%. 

2. Pemerintah daerah Provinsi Gorontalo  dalam menggunakan anggaran 

pendapatan dan belanja dapat dikatakan tidak efisien hal ini dapat 

terlihat pada predikat  < 40%  yang menunjukkan tidak efisien yaitu 

bahwa pada tahun 2012 pemerintah daerah dalam melakukan efisiensi 

pendapatan asli daerah sebesar 491,57%, kemudian pada tahun 2013 

sebesar 489,63% dan pada tahun 2014 sebesar 427,25% yang 
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menandakan bahwa pemerintah daerah belum dapat memanfaatkan 

biaya dengan sebaik mungkin. 

3. Pemerintah daerah Provinsi Gorontalo dalam menggunakan anggaran 

pendapatan dan belanja daerah dalam hal ini terlihat dalam analisis 

belanja daerah.  Hal ini  mengindikasikan bahwa pemerintah daerah 

mengalami peningkatan efektifitas dan ekonomis karena semakin besar  

persentasi yang diperoleh, maka semakin meningkat pula efektifitas 

dan ekonomis belanja daerah. Namun pemerintah daerah masih harus 

memperhatikan efisiensi PAD dan efisiensi belanja pemerintah Provinsi 

Gorontalo karena belum bisa melakukan penghematan dan 

meminimalisir biaya dan belanja. Melihat kemandirian daerah dalam 

melaksanakan anggaran pendapatan daerah pada analisis derajat 

desentralisasi dan rasio ketergantungan daerah yang menunjukkan 

bahwa pemerintah daerah Provinsi Gorontalo masih sangat bergantung 

pada pihak eksternal dalam hal ini yaitu Pemerintah Pusat. 

5.2 Saran 

Berdasarkan uraian-uraian pada bab terdahulu, maka penulis akan 

memberikan saran-saran sebagai bahan pertimbangan bagi Pemerintah 

Daerah Provinsi Gorontalo, adalah sebagai berikut : 

1. Dengan adanya perhitungan analisis pendapatan dan belanja daearah 

yang telah dianalisis oleh peneliti, diharapkan pemerintah daerah 

Provinsi Gorontalo dapat lebih melaksanakan anggaran secara efisien 
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serta mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat dengan 

cara memaksimalkan PAD. 

2. Kiranya penelitian ini dapat menjadi bahan acuan bagi peneliti 

selanjutnya agar dapat memperhatikan anggaran pendapatan dan 

belanja daerah secara rinci terhadap Laporan Realisasi Anggaran 

sehingga akan selalu ada perubahan ke hal yang lebih baik. 
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